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1.  LATAR BELAKANG.

Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terletak
pada lintang 95° 00’ BT sampai 141° 00 BB merupakan negara kepulauan yang
memiliki dimensi ruang sangat luas terdiri 17.499 pulau dengan total luas wilayah
termasuk ZEE kurang lebih 7,4 juta Km? yang terdiri wilayah lautan sebesar 5,5
juta Km? sedangkan wilayah daratan 1,9 juta Km? dan termasuk keseluruhan
wilayah udara diatasnya. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi negara untuk
menjaga seluruh wilayah Indonesia. Pengendalian ruang merupakan langkah
sangat strategis hal ini dikarenakan berkaitan dengan kedaulatan penguasaan
udara diantaranya penerbangan yang merupakan pemanfaatan wilayah udara
nasional. Pada Konvesi Chicago 1944 pasal 1 menyebutkan, setiap negara
mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya, selain itu dalam organisasi
penerbangan sipil internasional yaitu International Civil Aviation Organization yang
dibentuk pada tahun 1944 yang diatur dalam Annex 11 bagian 2 bahwa
Contracting States shall determine, ..... for the territories over which they have
jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic
services will be provided. Bahwa ini menunjukan negara-negara peserta harus
menentukan, untuk wilayah-wilayah di mana mereka memiliki yurisdiksi, bagian-
bagian dari wilayah udara dan aerodrome di mana layanan lalu lintas udara akan
disediakan. Kewajiban negara untuk memberikan pelayanan lalu lintas udara
menjadi bukti pengakuan negara akan kedaulatannya. Sedangkan kondisi saat ini
yang terjadi Flight Information Region(FIR) Indonesia untuk wilayah Natuna dan
kepulauan Riau masih di kelola oleh Singapura. Dengan dikendalikannya wilayah
FIR Indonesia oleh negara lain setiap pergerakan lalu lintas udara baik sipil
maupun pesawat negara harus dapat ijin dari operator diantaranya pesawat
negara akan berangakat dari Batam harus ijin dan menunggu clearance dari
Singapura untuk keberangkatannya hal ini bertentangan dengan konsep
kedaulatan negara.

Kebijakan pemerintah bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil alih

pelayanan ruang udara FIR di kawasan udara Natuna dan juga kawasan yang
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berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Berdasarkan perintah Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo, Indonesia dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan-
peralatan dan personel yang lebih baik sehingga ruang udara wilayah Indonesia
akan dikelola sendiri dimana selama ini dikelola oleh Singapura'. Perintah
Presiden RI tersebut harus dapat ditindaklanjuti yang pada tahun 2019
pendelegasian FIR Singapura dari ICAO harus sudah pindah ke FIR Jakarta. Ada
beberpa kontradiksi pengertian FIR yang hanya berlandaskan fungsi pokok untuk
mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan yang sangat merugikan semua
pihak. Namun disisi lain bahwa perizinan lintas udara pada negara berdaulat di
atur dan dikendalikan oleh negara asing mencirikan ketidak mampuan negara
tersebut yang dalam arti lain tidak berdaulat dinegaranya sendiri. Pengertian
dalam kedaulatan negara memiliki tiga aspek? yaitu

a. Aspek eksternal kedaulatan yang merupakan hak setiap negara untuk

secara bebas berhubungan dengan negara lain.

b. Aspek internal kedaulatan yaitu hak ekslusif suatu negara untuk
menentukan bentuk dan kerja serta tindakan lembaga-lembaga negara.

c. Aspek teritorial kedaulatan yang merupakan kekuasaan penuh dan
eksklusif yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang ada
diwilayahnya.

Kedaulatan negara di ruang udara merupakan perkembangan dari konsep hukum
Romawi yang berbunyi “cujus est solum, ejus esque ad coelum” yang berarti
‘memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada di
atasnya sampai ke langit dan segala yang berada di dalam tanah”.®

Sehubungan dengan perintah Presiden Joko Widodo dalam pengambil
alihan FIR Wilayah di kawasan udara Natuna dan kepulaun Riau juga kawasan
yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, perlu dikaji dan dievaluasi kendala-
kendala yang dihadapi dalam tataran strategis maupun taktis.

1https:/lnasional.kont<'=1n.co.id/news/201 9-ri-akan-ambil-alih-fir-dari-Singapura.

% Budi Mulyana, “Kedaulatan Wilayah”, Teaching Resource, Universitas Unikom, 2017
3 E. Saefullah Wiradipradja,a, "Wilayah Udara Negara Ditinjau dari Segi Hukum Internasional",
Indonesia Journal of International Law Vol. 6 No. 4, 2009 him 499.



2.  Rumusan Masalah. Ditinjau latar belakang diatas, perumusan masalah
adalah mengapa Indonesia belum mengelola langsung FIR dikawasan udara
Natunadan kepulauan Riau . Dengan pertanyaan kajian sebagai berikut :

a. Mengapa Manajemen FIR sebagian wilayah Indonesia dilakukan oleh
Singapura ?

b. Apakah Manajemen FIR wilayah Indonesia yang dilakukan oleh
Singapura berpotensi mengancam kedaulatan NKRI ?

c. Mengapa Manajemen FIR Wilayah Indonesia tidak dilakukan oleh
Indonesia ?

d. Bagaimana Konsep Pengambilan Manajemen FIR di Wilayah Natuna
dan Kepulauan Riau?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Maksud dari penulisan Kertas Karya limiah Perorangan ini
adalah untuk memberikan gambaran dan analisa tentang perlunya
koordinasi secara sinergis antara kementrian terkait dalam rangka
optimalisasi dalam pengambilalihan manajemen FIR yang masih
dikelola Singapura di wilayah kawasan udara Natuna dan kepulauan

Riau.

b. Tujuan. Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai sumbang
pemikiran berupa solusi bagi pemangku kepentingan dalam
memberikan  kebijakan, strategis dan upaya-upaya dalam
pengambilalihan FIR yang masih dikelola Singapura di wilayah
kawasan udara Natuna dan kepulaun Riau. Ditinjau kepentingan tujuan
nasional dan pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup pembahasan sesuai dengan
permasalahan diatas, dimana penulis berpendapat ada 4 permasalahan
yang akan dibahas dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada



pengambilalihan sebagian manajemen FIR Indonesia yang masih

dikelola Singapura dan bagaimana pemerintah harus bersikap,y

bertindak serta berbuat dalam tiap level dan tataran terkait optimalisasi

manajemen pengelolaan FIR Indonesia yang seluruh wilayahnya di

kontrol Indonesia dan bagaimana korelasinya dengan kedaulatan NKRI.

Sistematika.  Sistematika penulisan Taskap ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Bab | : Pendahuluan. Merupakan gambaran secara umum
dengan memberikan penjelasan tentang latar belakang
permasalahan tentang FIR di wilayah kedaulatan Negara Republik
Indonesia namun masih dikelola oleh Negara Singapura sehingga
merugikan dalam penerbangan dan menjaga pertahanan

keamanan di wilayah kawasan udara Natuna dan kepulaun Riau.

Bab Il : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini dikemukakan referensi-
referensi akademis berupa peraturan perundangan yang terkait
dengan ruang lingkup permasalahan yang dibahas baik berupa
data dan fakta aktual baik primer maupun sekunder, serta
perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun
nasional yang berpengaruh terhadap manajemen FIR di wilayah
kawasan udara Natuna dan kepulaun Riau yang berada di wilayah
kedaulatan NKRI.

Bab Il : Pembahasan. Bab ini membahas hal-hal pokok dengan
konsep pemecahan permasalahan berdasarkan kajian, referensi
dari data-data pendukung untuk memecahkan pokok-pokok
permasalahan pengelolaan FIR di wilayah kawasan udara Natuna

dan kepulaun Riau.

Bab IV : Penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran
rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam
rangka optimalisasi manajemen FIR yang dikelola Singapura di
wilayah kawasan udara Natuna dan kepulaun Riau guna menjaga

kedaulatan nasional menuju tercapaiannya tujuan nasonal.



5. Metode dan Pendekatan.

a.

Metode. Penulisan Kertas Karya limiah Perorangan menggunakan
metode deskriptif analisis yaitu dengan studi literatur, pengumpulan
data dan informasi serta studi kepustakaan, laporan data fakta
dilapangan sehingga dapat memberikan penjelasan secara faktual dan
sistematis.

Pendekatan. Pendekatan penulisan Kertas Karya limiah Perorangan
ini yang digunakan dengan pespektif kepada kepentingan nasional
dan analisa dari literatur dan disiplin ilmu sesuai dengan kerangka

teoritis yang digunakan.

6. Pengertian.

Dalam rangka kesamaan presepsi maka perlu disampaikan pengertian—

pengertian yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya limiah Perorangan ini

sebagai berikut :

a.

Manajemen. Adalah pengelolaan atau tata laksana yang merupakan
proses, yang didalamnya terkandung unsur-unsur perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian atas setiap pemanfaatan
sumber daya dan sumber dana secara hemat, efektif, dan efisien untuk
mencapai tujuan yang tepat guna. Pengelolaan yang menyangkut
kepentingan nasional harus diorientasikan pada proses untuk
mengubah potensi menjadi kemampuan*

Ruang Udara. Adalah ruang yang terletak diatas ruang daratandan
atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi
dimana suatu negara mempunyai hak yuridiksi. Ruang daratan, ruang
lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak

dapat dipisah-pisahkan®.

“Tim Pokja BS, Sismenas Tahun2021, Sistem Manajemen Nasional,
SPusjantra TNI, 2018, Urgensi Pengelolaan FIR Wilayah Barat Indonesia dalam Rangka
Menegakkan kedaulatan di wilayah Udara Nasional. Jakarta.



Cc. Flight Information Region (FIR). Adalah suatu ruang udara yang
ditetapkan dimensinya dimana didalamanya diberikan Flight Information
Service dan Alerting Service®

d. Flight Information Service. Adalah pelayanan yang dibentuk dan
dipersiapkan untuk memberikan saran dan informasi secara penuh

untuk keselamatan dan efesiensi penerbangan’.

e. Alerting Service. Adalah pelayanan vyang diberkan untuk
memperingatkan organisasi yang berkaitan dengan pesawat terbang
yang membutuhkan batuan pertolongan dan pencarian®.

f.  Air Trafic Control (ATC). Atau disebut Pengontrol Lalu lintas Udara
(PLLU) adalah personel yang bertugas mengoperasikan sistem kontrol
lalu lintas udara untuk mengatur dan menjaga keselamatan dan
ketertiban arus lalu lintas udara serta membantu mencegah terjadinya
tabrakan di udara®.

g. ATC Clearance adalah izin dari pengaturan lalu lintas udara (ATC) di
dalam wilayah udara yang harus didapatkan oleh pesawat sebelum
memasuki wilayah udara pada masing-masing rute dan ketinggian'®.

h.  Air Trafic Service (ATS) adalah istilah umum yang memiliki berbagai
pengertian atau secara garis besar dapat diartikan pelayanan lalu lintas

penerbangan'’.

I. Airodrom Control Service. Adalah layanan yang diberikan untuk
mencegah tabrakan antara pesawat udara dan antar pesawat udara
didaerah pergerakan didarat serta diantara pesawat udara dan
halangan didarat, serta tetap menjaga keteraturan dan percepatan arus
lalu lintas udara untuk lalu lintas di sekitar Bandara Udara'2.

®Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia, ‘Flight Information Region” Laporan
5(ongres Kedirgantaraan Nasional kedua (Jakarta 22-24 Desember 2003) Lamp Il him1.
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Kedaulatan adalah merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu
negara, dimana negara tersebut berdaulat dengan batas-batasnya,
yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas
wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki
kekuasaan™3.

Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional adalah sistem navigasi
penerbangan secara nasional yang menggambarkan perencanaan,
perancangan, pendayagunaan, pengembangan dan penyelenggaraan

pelayanan navigasi penerbangan secara nasional'4.

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat
udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk
menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan'®

Kawasan udara terlarang (prohibited area) adalah ruang udara
tertentu di atas daratan dan/atau perairan, dengan pembatasan yang
bersifat permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.'®

Air Traffic Management (ATM) adalah Manajemen lalu lintas
penerbangan dan ruang udara terpadu termasuk pelayanan lalu lintas
penerbangan, manajemen ruang udara dan air traffic flow management
(ATFM) yang diperuntukkan untuk menjamin keselamatan, ekonomis,
dan efisiensi melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang selaras
(seamless) dengan melibatkan semua pihak termasuk airborne dan

ground-based functions'”.

Kawasan pelatihan terbang adalah ruang udara tertentu di atas

daratan dan/atau perairan yang digunakan untuk pelatihan terbang'®.

®Mochtar Kusumaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Buku | Bagian Umum, Jakarta,
Bina Cipta, him. 7.
"YPeraturan Mentri Perhubungan RI Nomor PM 55 Tahun 2016, tentang Tatanan Navigasi
Penerbangan Nasional Hal 3
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m. Kawasan Udara Berbahaya adalah kawasan ruang udara yang
membahayakan aktifitas penerbangan pesawat udara yang bersifat
sementara atau waktu tertentu'®

n. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya
persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat
udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya2°.

®Ibid hal 3
2yndang undang RI nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan hal 8.






